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BUPATL TANJUNG JABUNG PBARAT
PROVINSLJAMII

KEPUTUSAN BUPATE TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 1o /Kep. Hup/DBKPSDM/2023

TIENTANG
PENGANGKATAN KEMBALL PEGAWAL NEQERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNQSIONAL DORTER
AN, dr. NANDNID. 19760420 200001 2 001

DUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang “a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 avat (2) Peraturan Pemerintah
1 ) "ne -y » Vs 1t

‘ Republik Indonesia Nomot 11 Tahun 2017 tentang Manajemen l(;;m.ull
Negeri Sipil, sebagaimana telah dinbah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 tentung Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawni Negeri Sipil,
menvatakan Pegawai Neperio Sipil yang diberhentikan  dari Jabatan
Fungsional karena alasan ditugaskan secarn penuh di luar Jabatan
Fungsional dapat diangkat kembali sesuni dengan jenjang Jabatan
Fungstonal terakhir apabila tersedin lowongan jabatan;

b, bLahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor
TS5/ Kep. Bup/BRPSDM/ 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan Administmator dan Penpgawas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten  Tanjung Jabung Barat, Sdri dr. Nani NIP. 19760420
200004 2 001 diangkat dalam Jabatan Pengawas kasi Pelavanan
Medik RSUD LI Daud Anif Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

¢.  baliwa vang bersangkutan telah diberhentikan dan Jabatan Struktural
karena mengundurkan diri berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung
Jabung Barat Nomor §/Kep Bup/BRPSDM/2023 tanggal 11 Januari
. 2023 tentang Pemberhentian Pegawai Negert Sipil dalam  Jabatan
Pengawas Kasi Pelavanan Medik RSUD KL Daud Aritt Kabupaten
Tanjung Jabung Barat;

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a. huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional
Dokter a.n. dr. Nani NIP, 19700420 2000041 2 001,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Ownom  Kabupaten  dalam  Lingkungan  Dacralt Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2§),
sebagnimana telah dinbah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1905 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat I Sarolangun Bangko dan
Daernh Tingkat 11 Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang,
Nomor 12 Tahun 1950 tentang  Pembentukan  Dacrah - Otonom
Kabupaten dalam Propinsi  Sumatern Tengnh - (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 19605 Nomor 50, Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 2755);
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Undang Undang  Nomor 5% Tahun 1999 tentang }:“;:;.1?11,:15.:?1
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten N!l‘l&;l'r) . T
Kahupaten  Tanjung  Jabung Timur (Lembaran M;,urn’ r{; o
Indonesin  Tahun 1990 Nomor 182, 'l‘qmlmhnn Irml')ar,':g df '1;]
Republik Indonesia Nomor 3903) schagaimana telah (Jlll?(‘l] n(, r‘g',aq
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2()00_ tentang Prr\f‘mtm‘ u;kqﬁ
Undang-Undang Nomor 5% Tahun 1999 tentang I(rr; x.nbi d:m
Kabupaten Sarolangun, Kahupaten Tebho, Kabupaten N'lu:fr(f . n}:t; ub;ik
Kabupaten ‘Tanjung Jabung Timur (Lemmbaran  Negara h;:) .
Indonesia Talun 2000 Nomor #1, Tambahan lembaran egar
Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pt.:mlx-.muka‘n
Pernturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonf-sga
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara chuhlllg
Indonesia Nomor 3234) sebagaimana telah  diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 1tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lc~mang
Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tammbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 5494,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerab
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi
Pemernntahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(lLembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

P'r.-rangka; Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentan
P’eg;.wm Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

1T Tahun 2017 tentang Manajemen Pe i Negeri Sipi
‘ . ) aje gawal Negeti Sipil (Le ¢
Negara Republik  Indonesia Tahun 2020 g Ieeen

‘] Nomor 68, Tambaha
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); o

g Manajemen

gcra_mrfn‘u‘ Pem_nin;ah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja
\:ﬁ:::l;-?cgr;}n S}rinl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2619
N ATé N i

s » tambahan Lembaran hegara Republik Indonesia Nomor
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10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor S4 Tahun 2007 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten
Apoteker, Pranata Laboratorium Keschatan, Epidemolog Kesehatan,
Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh
Keschatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat,
Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan

' Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri
Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 520);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 155);

16. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022

Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan F
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 765);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun

. 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 06,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor

3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 35);

tentang
ungsional (Berita

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan  Aparatur

139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabat
Angka Kreditnya.

Negara  Nomor
an Fungsional Dokter dan

2. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat
5/Kep.Bup/BKPSDM /2023 tanggal 11
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam
Pelayanan Medik RSUD K.H.
Barat.

Nomor
Januari 2023 tentang
Jabatan Pengawas Kasi
Daud Arif Kabupaten Tanjung Jabung
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU Melakukan Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya
tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana lajur 6 ke dalam jabatan
sebagaimana lajur 7 dengan angka kredit sebagaimana lajur 8 (l;m‘
diberikan tunjangan Jabatan Fungsional scbagaimana lajur O sebagai
berikut:
No. 1. 1 B o
Nama 2. dr. NANI
NIP 3. 19760426 200904 2 001
Tempat/Tgl Lahir 4. [Jambi, 26-04-1976 i
Pangkat/Gol. Ruang 5. | Penata Tk.1, lI/d
Pelaksana Analis Layanan Umum RSUD
Jabatan Lama 6. | K.Il. Daud Arif Kabupaten Tanjung Jabung
Barat
. T Mo 7 Dokter Ahli Mlltila RSUD K.H. Daud Arif
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Angka Kredit 8. | 527,198 o ol
Tunjangan Jabatan 9. | Rp. 750.000,-
Keterangan 10. | Pengangkatan Kembali
KEDUA z K.(‘pac_ia I’ega\'\:ai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
diberikan gaji pokok dan tunjangan lain sesuai peraturan perundang-
undangan.
KETIGA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.
Asli Keputusan Bupati ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan. yans s
Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 2023
e BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
oy~

ANWAR SADAT
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